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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 
NOMOR 56  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

JABATAN, KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Surat 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor B/617/M.SM.01.00/2019  dinyatakan bahwa 

setiap Instansi Pusat dan Daerah wajib melaksanakan Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang hasilnya ditetapkan 

dalam Dokumen Peta Jabatan yang antara lain berisi 

kebutuhan ASN untuk 5 (lima) tahun; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. 

  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950  

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana teiah diubah 

dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II 
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Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan PropinsiJawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah IstimewaJogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 273O); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 22); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Analisis Jabatan; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Evaluasi Jabatan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam 
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Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan 

Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1276); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7); 

14. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor B/593/M.SM.04.00/2019 tanggal 22 Mei 

2019, Hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sampang; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7); 

16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 36 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli 

Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2016 Nomor 71). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN  DAN 

PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 

3. Bupati adalah Bupati Sampang. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, 

Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, dan 

Kecamatan. 

7. Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau 

beberapa program dan kegiatan. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang pegawai. 

11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam rangka memimpin suatu satuan 

organisasi negara  

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu 

13. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan  

tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

14. Nomenklatur Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas 

penamaan jabatan dibawah eselon terendah Organisasi Perangkat Daerah 
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15. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya 

pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja 

menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. 

16. Analisis Jabatan adalah suatu proses dan tata cara untuk memperoleh data 

jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan 

program kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengawsan. 

17. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal 

maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab 

jabatan serta persyaratan jabatan 

18. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara 

sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai indikator 

jabatan terhadap informasi indikator jabatan untuk menentukan bobot jabatan 

dan kelas jabatan. 

19. Metode Factor Evaluation System (FES) adalah suatu proses yang sistematis 

untuk menilai bobot jabatan yang dilaksanakan oleh setiap pegawai Perangkat 

Daerah/Unit Kerja dalam rangka menetapkan bobot jabatan atas dasar kriteria 

tertentu yang disebut indikator jabatan. 

20. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan dalam pemerintahan atau organisasi 

yang ditetapkan  berdasarkan  pengukuran dan penghitungan bobot dan nilai 

pekerjaan melalui evaluasi Jabatan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai Aparatur Sipil 

Negara dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya dan untuk 

menentukan kebutuhan pegawai bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sampang. 

 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menunjukkan kedudukan atau 

tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi 

pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara 

dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan 

kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan memberikan 

kejelasan dalam perencanaan, kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sampang. 
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BAB III 

JABATAN DAN KELAS JABATAN 

 

Pasal 4 

(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.  

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. Jabatan Struktural;  

b. Jabatan Fungsional; dan  

c. Jabatan Pelaksana. 

 

Pasal 5 

(1)  Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki Kelas Jabatan.  

(2) Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sampang.  

(3) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dipergunakan 

untuk:  

a. penyusunan formasi;  

b. penyusunan peta jabatan;  

c. sistem karier dan kinerja;  

d. pemberian tunjangan; dan  

e. sistem penggajian;  

bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang  

(4) Daftar nama jabatan, kelas jabatan, untuk Jabatan Pimpinan Struktural, 

Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan hasil evaluasi jabatan struktural 

serta Peta Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

BAB IV 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA 

 

Pasal 6 

Setiap ASN yang tidak menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional 

diangkat dalam Jabatan Pelaksana. 

 

Pasal 7 

Pengangkatan ASN dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional berdasarkan 

pada peta jabatan dimasing-masing perangkat daerah atau unit kerja. 
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BAB V 

PETA JABATAN 

  

Pasal 8 

(1) Peta Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. 

(2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

Ditetapkan di : Sampang 

Pada tanggal :  11 September  2019 

BUPATI SAMPANG, 

 

ttd. 

H. SLAMET JUNAIDI 

 

Diundangkan di :   Sampang 

Pada tanggal  :   11 September  2019 

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 

 

 ttd. 

 
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19660711 198809 1 001 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 56 

 

 

 

 

 

       


	BUPATI SAMPANG,

